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ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA AN OLAHRAGA KABUPATEN KANTAN
SINGINGI

Lidia Bayang Sari
M. Irwan
Yul Emri Yulis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi
aset tetap atas Pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan dan
penyajian serta pengungkapan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi sehingga penelitian ini nantinya memberikan hasil
apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan
Oalhraga telah sesuai berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yaitu
menjabarkan secara menyeluruh terhadap kebijakan akuntansi aset tetap yang
diterapkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi dan dibandingkan dengan teori,sehingga didapatkan hasil yang
diharapkan. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan
bagian aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi serta data sekunder diperoleh dari literatur yang terkait dengan
penelitian sekripsi in.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran,
penyusutan, dan penyajian aset tetap sebagian praktiknya telah sesuai dengan
aturan yang terdapat dalam PSAP No 07. Hanya saja, Penghentian dan
Pelepasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi tidak melakukan penghentian dan pelepasan terhadap aset yang telah
habis masa manfaatnya dengan cara menukar atau menjualnya. Hal ini dilakukan
agar tidak terjadi pemborosan selama masa penggunaan aset tetap. Karena
semakin banyak biaya yang dikeluarkan selama masa penggunaan aset
tersebut.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap, PSAP No. 07



ABSTRACT

ANALYSIS OF FIXED ASSET ACOOUNTING TREATMENT IN THE
DEPARTEMENT OF YOUGHT AND SPORT EDUCATION, KUANTAN
SINGINGI REGENCY

Lidia Bayang Sari
M. lIrwan
Yul Emri Yulis

This study aims to determine how the accounting treatment of fixed assets
for recognition, measurement, expenditure, depreciation and presentation and
disclosure at the Youth and Sports Education Office of Kuantan Singingi Regency
so that this research will provide results whether the fixed asset accounting
treatment at the Youth and Sports Education Office is appropriate. Based on
PSAP 07 of 2010.

This study uses a qualitative descriptive analysis method. That is to
thoroughly describe the fixed asset accounting policies applied to the Youth and
Sports Education Office of Kuantan Singingi and compared to the theory, so that
the expected results are obtained. The primary data source was conducted by
direct interviews with the assets section of the Kuantan Singingi District Youth
and Sports Education Office and secondary data obtained from literature related
to this research.

The results of this study indicate that the recognition, measurement,
depreciation and presentation of fixed assets are partly in practice in accordance
with the rules contained in PSAP No. 07. It's just that, Termination and Disposal.
The Kuantan Singingi District Youth Education and Sports Office does not
terminate and release assets that have expired by exchanging or selling them.
This is done so that there is no waste during the useful life of the fixed assets.
Because the more costs incurred during the useful life of these assets.

Keyword: Accounting Treatment, Fixed Assets, PSAP 07 of 2010
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring pembaharuan sistem administrasi di sektor keuangan
Pemerintahan Indonesia, transparansi merupakan salah satu bagian dari
penyelenggaran administrasi pemerintah yang harus dirancangkan dengan
harapan mengurangi dan bahkan dapat mencegah adanya Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN), sehingga pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif terjadi
keharmonisan untuk membentuk pemerintahan yang baik (good governance).
Tata pemerintahan yang baik di sektor public (good public governance)
merupakan sistem atau aturan prilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan
oleh para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugashya secara
tanggungjawab dan akuntabel (Komite Nasional Kebijakan governance 2010).

Untuk mewujudkan (good public goernance) maka para penyelenggara di
tuntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dalam
APBN/APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Untuk
kelancaran kegiatan operasional organisasi pemerintahan, diperlukan aset tetap
dalam setiap kegiatannya, oleh karena itu aset sangat penting bagi organisasi
pemerintah. Untuk organisasi nirlaba dibawah naungan pemerintah tentu
mengacu pada peraturan pemerintah yakni peraturan Pemerintaah Kabupaten
Kuantan Singingi pemerintah dalam hal perlakuan aset tetapnya sebagai satuan
kerja perangkat daerah berpedoman pada PSAP No. 07.

Pemerintah dalam lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang diperoleh,



sebagai prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana.
Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang kualitasnya dapat di tingkatkan dengan adanya pemanfaatan
aset tetap untuk pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah. Keandalan
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar
Akuntansi Pemerintahan yang digunakan.

Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan
pelaporan aset tetap pemerintahan. Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
merupakan momentum perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan dari yang
sebelumnya berbasis kas menuju berbasis akrual, yang berimplikasi besar
terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset
tetap.

Perlakuan aset tetap yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset tetap adalah Standar yang
mengatur tentang aset dapat mengintegrasikan antara arus uang dan arus
barang dengan menerapkan sistem pembukuan ganda (Double entry). Ruang
lingkup untuk Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 diterapkan untuk seluruh
unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan dengan tujuan untuk
mengatur tentang perlakuan akuntansi baik itu pengakuan, pengukuran, atau
pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan

telah sesuai dengan standaryang ditetapkan pemerintah.



Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi aset
tetap yang wajar dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan akuntansi
berbasis kas. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai
atau diukur untuk dilaporkan dalam neraca yaitu pada kelompok aset tetap.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) merupakan
salah satu Organisasi Perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kuantan singingi
yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mengelola
keuangan berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Kuantan Singingi Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus membuat pertanggungjawaban atas
kewenangan yang dilaksanakannya sesuai Pernyataan Standar Akuntansi
Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset tetap agar Dinas Pendidikan Pemuda dan
Oahraga Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aset tetap yang dipergunakan
untuk menunjang kegiatan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka sangat
diperlukan pengelolaan yang baik atas aset tetap yang dimiliki oleh Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/atau
sosial dimana masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah,
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PP 71
Tahun 2010).

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan



dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
(Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07).

Melihat sifat aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 tahun, dan
di pakai dalam kegiatan operasional pemerintah maka aset tetap akan
mengalami penurunan kualitas sehingga muncul teori depresiai/penyusutan
yang biasa dilakukan pertahun. Depresiasi juga merupakan penandaan
pemberlakuan basis acrual dalam SAP menurut PSAP No. 7 Tahun 2010,
Depresiasi/penyusutan di defenisikan sebagai alokasi sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode
diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan.

Dinas pendidikan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah
yang memiliki aset cukup besar dalam pemerintahan daerah kabupaten kuantan
singingi. Kontribusi aset tetap memiliki pengaruh besar dalam menjalankan tata
kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap tidak dilakukan dengan maksimal
dapat mempengaruhi efektifitas kegiatan pemerintahan sehingga dapat
berpengaruh pada perwujudan tujuan pemerintahan yang baik. Pemerintahan
Daerah, terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
memerlukan adanya sistem manajemen aset yang efisien, efektif, transparan dan
akuntabel (Mahmudi, 2010).

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
sebagai organisasi perangkat daerah yang berperan dalam perkembangan
sektor pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, bertanggungjawab dalam

pengelolaan laporan keuangan daerah. Kepada kondisi pengelolaan keuangan



yang baik dapat dilihat dari ada atau tidaknya penyimpanagn maupun
kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Maka dalam penyusunan laporan
keuangan yang baik diperlukan adanya suatu standar akuntansi. Akuntansi
Pemerintahan di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang
berbasis akrual. Sebagai petunjuk dalam penerapannya untuk pemerintah
daerah diterbitkan pula Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintahan Daerah.

Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai
akuntansi aset tetap. Sebagai entitas akuntansi digunakan untuk kegiatan
pendiidikan dan aktivitas operasional. Untuk mendukung Terciptanya laporan
keuangan yang obyektif namun realita di lapangan masih ada perbedaan.
Perbedaan tersebut menyebabkan minimnya lulusan sarjana yang dipekerjakan,
serta masih terbatasnya tenaga ahli (petugas akuntansi) yang memahami proses
akuntansi di Bidang Aset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi.

Instansi Pemerintah Perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap pada
suatu aset tetapnya sehingga terjadi suatu perlakuan yaitu pengakuan, penilain,
pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap.

Aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat
menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi sesuai dengan
PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Sehingga dalam perlakuan

akuntansi aset tetap tersebut terdiri dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran,



dan, penyajian, serta pengungkapannya, namun ada beberapa hal yang
belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun
2010 untuk itu peneliti perlu mengkaji lebih dalam bagaimana perlakuan
akuntansi aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi. Agar tata kelola aset dinas pendidikan menjadi lebih baik maka
diperlukan sumber daya dan faktor pendukung lainnya agar aset yang dikelola di
Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
dapat dikelola dengan baik .

Menurut lis Artria (2017) Melakukan Penelitian dengan judul Anlisis
Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada RSUD DR. Soeratno Kabupaten
Geomolong Sragen Tahun 2015 dengan hasil penelitian bahwa analisis
perlakuan akuntansi aset tetap sudah sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010.

Maria Yulita Karolina (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis
Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017 dengan hasil penelitian bahwa analisis perlakuan
akuntansi aset tetap tanah di dinas pendidikan nusa tenggara timur sudah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Menurut Idham Yusandi (2018) Melakukan penelitian dengan judul
Analisis Perlakuan Akuntansi Aset tetap Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun
2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang periode
2017 dengan hasil penelitian bahwa analisis perlakuan akunatansi aset tetap di
dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.



Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk melakukan
penelitian atas perlakuan akuntansi aset tetap tanah yang dilaksanakan di Dinas
pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan
Judul“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka dapat
di rumuskan masalah vyaitu “Apakah Pelakuan Aset Tetap Pada Dinas
Pendidikan Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010”7?

1.3  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:
untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Secara Teorotis

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk
akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkan di
media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai
tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang Akuntansi di Universitas Islam

Kuantang Singingi.



1.4.2

Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Terutama Dinas Pendidikan Pemda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi untuk dalam perlakuan aset tetap sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang
Perlakuan Aset Tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan
diharapkan menambah wawasan kepada akademisi mengenai Analisis
Perlakuan Aset Tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagi Pembaca/Publik

Sebagai Referensi perpustakaan dan untuk penelitian berikutnya,
kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini di harapkan memberikan
kesempurnaan dalam penelitian yang berkaitan dengan Perlakuan Aset
Tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan

Singingi.



BAB |

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Akuntansi

Defenisi yang dimuat dalam Accounting Terminology Buletin No. 1 yang
diterbitkan oleh Accounting Principles Board (APB) yaitu suatu komite
penyusunan prinsip akuntansi yang dibentuk oleh American Institute Of Certified
Public Accountanst (AICPA). Komite tersebut mendefenisikan akuntasni sebagai
seperangkat pengetahuan pengadan, pengabsahan, pencatatan,
pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisian, penginterpretasian,
dan penyajian secara sistematis informasi yang dipercaya dan berdaya guna
tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan untuk
dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi
pertanggungjawaban pengurus keuangan dan lainnya.

Menurut American Accounting Association (AAA) akuntansi adalah
proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk
memungkinkan dilakukan penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas
dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Dalam
defenisi lain akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian
kepastian akan membantu manager, investor, otoritas pajak dan pembuat
keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam
perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Pengikhtisaran transaksi

kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
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American Accounting Association (AAA) dalam (Sucipto, 2011:4)
mendefenisikan akuntansi merupakan proses mengidentifikasi dan mengenali,
mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya
penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang
menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi,
mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan
keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat
digunakan oleh pihak yang berkepentingan sumarsan (2013:1).

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka
penyediaani nformasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas
pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang
berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. (Halim, 2012).

Menurut Mursyidi akuntansi pemerintahan (govermental accounting)
banyak yang menyatakan terminologi lama. Pada perkembangannya bergeser
pada istilah akuntansi sektor publik. Istlah ini didasarkan pada pelebaran wilayah
kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintahan merupakan
mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan negara baik tingkat
pusat maupu daerah. Sementara akuntansi sektor publik meluas pada semua
entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan
sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan proyek kerjasama dengan sektor-
sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang
dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat

pertanggungjawaban kepada publik.
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Akuntansi sektor publik juga dapat dikatakan merupakan akuntansi yang
digunakan untuk mencatat peristiwva ekonomi pada organisasi nonprofit atau
nirlaba. Pengertian akuntansi sektor publik sendiri merupakan suatu manajemen
keungan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan
konsesuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Saat ini praktik
akuntansi pada lembaga-lembaga publik baik sektor pemerintahan maupun
lemabaga nonpemerintah mendapat perhatian lain tuntutan yang cukup besar
dari masyarakat agar pengelolaan auntansinya dapat dilakukan secara
transparan dan akuntabel.
2.1.2.1Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan
perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah
yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/komersial.
Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi nonlaba
pemerintahan atau disebut akuntansi pemerintahan (govermental accounting)
dan organisasi nonlaba nonpemerintahan atau disebut akuntasi sosial (sosial
acoounting).

Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah seperti instansi
dibawah naungan kementrian). Sedangkan organisasi non laba non
pemerintahan meliputi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi/universitas,
serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya (yayasan, Lembaga Swadaya

Masyarakat/LSM, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain

sebagainya).



12

2.1.2.2 Sifat dan Karakteristik Sektor Publik
Akuntansi sektor publik di arahkan untuk mencatat hasil tertentu, yang
baru memilki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik
berbeda dengan sektor swasta/komersial, dikarenakan adanya perbedaan
lingkungan yang memengaruhi. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik
terutama pada sifat tujuan dan sumber dananya:
a) Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi non laba atau dapat
dikatakan tidak mencari laba.
b) Tujuan organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya.
c) Pemberi dana tidak berkehendak untuk meminta pengembalian, bunga

ataupun memilki organisasi.

2.1.2.3 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang berkaitan dengan bidang
keuangan negara, dari angggaran sampai dengan pelaksanaan dan
pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang di timbulkannya. Akuntansi
Pemerintahan menkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi
unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga
amal, yayasan, rumah sakit dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi
pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi
aspek kepengurussan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen
dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Menthu dan sondakh, 2016).
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Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses
identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil
dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah (Pramudiana, 2017).

Terdapat dua lingkup akunatnsi pemerintahan (Halim dan kusufi, 2012),
yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

a. Akuntansi Pemerintah Provinsi.
b. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Halim dan Kusufi (2012) menyebutkan bahwa ada 3 tujuan akuntansi
pemerintahan, sebagai berikut:

a) Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan
yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi
pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit
pemerintah.

b) Manajerial

Tujuan manjerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus
menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, anggaran, perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c¢) Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akunatnsi pemerintahan harus

memungkinkan terselengagaranya pemriksaan oleh aparat pengawasan

fungsional secara efektif dan efisien
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2.1.3 Aset Tetap

PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakt umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama
aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Salah satu
kriteria yang dapat di kategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar.

Menurut Herry, aset tetap (fixed assets) adalah aset yang secara fisik
dapat dilihat keberadannya dan sifatnya relatif permanen serta memilki masa
kegunaan (useful life) yang panjang. Aset tetap merupakan aset yang berwujud
(tangible assets). Berbeda dengan aset tak berwujud (intangible assets).

Aset tetap merupakan komponen aset jangka panjang yang paling besar
nilainya dalam perusahaan/instansi pemerintah. Aset tetap merupakan kelompok
aset perusahaan/instansi pemerintah yang memiliki keseluruhan kriteria sebagai
berikut:

1) Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomis lebih da satu tahun.
2) Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam aktivitas operasional dan
tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.
3) Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga bisa juga disebut
dengan aset teap berwujud.
4) Biasanya Memiliki Nilai Perolehan yang relatif besar.
2.1.4 Konsep Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun

2010 merupakan standar akuntansi pemerintahan untuk akuntansi aset tetap.
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Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat serta penentuan
perlakuan atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carryng value)
aset tetap Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang
menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang
perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan penilaian penyajian dan
pengungkapan yang diperlukan. PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan
atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.

1 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf
7, aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat, dalam aktivitas
operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Menurut PSAP 07 paragraf 8 menyatakan bahwa tanah yang

dokelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai.
b) Peralatan dan Mesin

Menurut PSAP 07 Paragraf 10 menyatkan bahwa peralatan dan mesin

mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih Dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

¢) Gedung dan Bangunan
PSAP 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa gedung dan bangunan

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud



d)

e)

f)
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untuk di pakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap pakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

PSAP 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa jalan, irigasi dan jaringan
mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang di bangun oleh pemerintah
serta dimiliki/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.
Aset tetap lainnya

PSAP 07 Paragraf 12 menyatajab bahwa aset tetap lainnya mencakup
aset tetap yang tidak dapat dikleompokkan ke dalam kelompok aset tetap
di atas yang diperoleh atau dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam Pengerjaan

PSAP 07 Paragraf 13 menyatakan abhwa konstruksi dalam pengerjaan
mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun
pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAP 07 Paragraf 15 dinyatakan bahwa aset tetap diakui pada

saat manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur

dengan handal. untuk dapat di akui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria

sebagi berikut:

a)
b)
c)
d)

e)

Berwujud.

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Biaya perolehan dapat di ukur secara handal.

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
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Dalam paragraf 18 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal
apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hal kepemilkannya atau pada
saat penguasaan berpindah. Lebih lanjut dalam paragraf 19, saat pengakuan
aset tetap dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya
sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan set
tetap belum di dukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya
suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih
harus diselesaikan pada jual beli (akta) dan sertifikat akepemilikaanya di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti
bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik
sebelumnya.

3 Pengukuran Aset Tetap

Dalam paragraf 20 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya
perolehan. Apabila penilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara dikelola meliputi
biaya lansung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tak lansung. Termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan aset tetap tersebut.
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4 Penilaian Awal Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 23, barang berwujud yang merenungi
kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset
tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Lebih lanjut
paragraf 24, djelaskan bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset
tersebut adalah besar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Paragraf 25 menyatakan bahwa: suatu aset mungkin diterima oleh
pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin di
hadiahkan ke pemerintah oleh pengembang (developer) Dengan tanpa nilai yang
memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan,
ataupun tempat untuk pejalan kaki. Suatu aset mungkin dipeorleh tanpa nilai
melalui pengeimplementasian wewenang dan peratuean yang ada, pemerintah
daerah melakukan penyajian atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian
akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas,
aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset
tersebut diperolah.

Berdasarkan paragraf 26, untuk tujuan peryaataan ini, penggunakan nilai
wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada saat paragraf 24 bukan
merupakan suatu proses revalusi atau penilai kembali dan tetap konsisten
dengan seperti pada paragraf 23.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan
aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut
disusun. Sementara untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas
perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau

harga wajar bila biaya perolehan tidak ada/tidak diketahui.
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a) Komponen Biaya

Menurut PSAP 07 paragraf 28 menjelaskan Biaya perolehan suatu aset
tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan
setiap biaya yang dapat didistribusikan secara lansung dalam membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara lansung adalah: Biaya
persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional
dan lain-lain.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian suatu aset tetap melebihi dan melewati satu periode
tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan
dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut
selesai dan siap dipakai.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 08 mengenai Konstruksi
Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam
pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik
yang di kerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor.
Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian
yang pada pada PSAP 08.

c) Perolehan Secara Gabungan

Menurut PSAP 07 Paragraf 41 Biaya perolehan dari masing-masing aset
tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
habungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset

yang bersangkutan.
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d) Pertukaran Aset (Exchanges Of Assets)

Menurut PSAP 07 Paragraf 42 Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui
pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset
lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang
diperoleh yaitu nilai evakualen atas nilai tercatat aset yang dileps setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang di
transfer/diserahkan.

e) Aset Donasi

Menurut PSAP 07 Paragraf 45 Aset tetap yang diperoleh dari sumbnagan
(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefenisikan sebagai transfer tanpa persyaratan
suatu aset tetap ke satu entias, misalnya perusahaan non pemerintah
memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit
pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan
sangat handal apabila di dukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya
secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap
tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Apabila
perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan donasi maka perolehan
tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

5 Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 49 pengeluaran setelah perolehan awal
suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkikan
bear memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan
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pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya yang
dimaksud ditetapkan dalam kebiajakn akuntansi suatu entitas berupa kriteria
suatu batasan jumlah biaya (capitalization threshold) tertentu untuk dapat
digunkan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus di kapitalisasi atau
tidak di karenakan organisasi pemerintah sangat lah beragam dalam jumlah dan
penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah kapitalisasi (capitalizatyon
threshoold) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-
masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya.Bila telah berbentuk
maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold) harus
diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
6 Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap

Pengakuan Awal
Menurut PSAP 07 Paragraf 52 aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan
aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan di sajikan dengan
penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

a) Penyusutan

Menurut PSAP 07 Paragraf 53 penyusutan adalah alokasi yang sistematis
atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing
periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan

beban penyusutan dalam laporan operasional.
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Penyusunan nilai aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode
yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang
digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan
jasa (service potencial) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfat aset
tetap yang disusutkan harus di tinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan
besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan
datang harus dilakukan penyusutan.

Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:

a. Metode Garis Lurus (straight line method).

b. Metode Saldo Menurun Ganda (double declining balance method).

c. Metode Unit Produksi (unit of production method).

b) Penilaian Kembali Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Paragraf 59 penilaian kembali atau revalusi aset tetap
pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan
menganut penilaian aset berdasarkanbiaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara rasional.

7 Akuntansi Tanah

Berdarkan PSAP 07 paragraf 61 tanah yang dimiliki dan/ayau dikuasai
oleh pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya
mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset
tetap. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu
periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat
berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang

dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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Oleh karena itu setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak
memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.Tanah
memenuhi defenisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip yang ada ada pernyataan ini. Lebih lanjut PSAP 07 menyediakan
pembahasan tersendiri mengenai akuntansi tanah, yaitu pada paragraf 63 dan 64
yang mengatur mengenai kepemilikan tanah dan pengakuan tanah di luar negeri
pengakuan tanah diluar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkikan apabila
perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di
negara tempat perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya
penguasaan yang bersifat permanen.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah diluar negeri
misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
harus meperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-
undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada.
Hal ini diperlukan untuk menetukan apakah penguasaan atas tanah tersebut
bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah di anggap permanen
apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat di antara hak-hak atas
tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

8 Aset Bersejarah

Menurut PSAP 07 penyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk
menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Menurut PSAP 07
paragraf 66 Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.



24

Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen,
tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni
(work of art). Beberapa karakteristik dibawah ini sering di anggap sebagai ciri
khas suatu aset bersejarah.

a) Nilai kurtural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin
secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga
pasar.

b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara
ketat pelepasaanya untuk dijual.

c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya kan terus meningkat selama
waktu berjalab maupun kondisi fisiknya semakin menurun.

d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus
dapat mencapai ratusan tahun.

9 Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

Menurut PSAP 07 Paragraf 73 beberapa aset biasanya dianggap sebagai
aset infrastruktur, walaupun tidak ada defenisi yang universal digunakan, aset ini
biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a) Mempunyai bagian dari suatu sistem atau jaringan.

b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaanya.

c) Tidak dapat di pindah-pindahkan.

d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Pada paragraf 74 walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak
hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai
sebagai aset pemerintah.Aset infrastruktur memenuhi defenisi aset tetap dan

harus diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini



25

contoh dari aser infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem
pembuangan dan jaringan komunikasi.
10 Aset Militer

Menurut PSAP 07 Paragraf 75 peralatn militer, baik yang umu maupun
khusus, memenuhi defenisi aset tetap dan harus diperlukan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini.

11 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan No 15, pelepasan aset tetap di lingkungan
pemerintah lazim tersebut sebagai pemindahtanganan BMN/BMD yang
didalmnya termasuk aset tetap dengan cara.

a) Dijual.

b) Dipertukarkan.

c) Dihibahkan.

d) Dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

PSAP paragraf 77 menjelaskan bahwa suatu aset tetap atau dieliminasi
dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap tersebut secara permanen
dihentikan atau penggunaanya serta tidak ada manfaat ekonomi pada masa
yang akan datang.

Dilanjutkan pada pararaf 78dan 79, aset tetap secara permanen
dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca diungkapkan dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah tidak memenuhi defenisi aset tetap dan haus berpindah ke pos aset

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
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Adapun peraturan yang mendukung dalam penghentian dan pelepasan
aset tetap vyaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Dan kemudian ditindak lanjuti
dengan Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12 Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap disajikan pada lembar neraca dan harus di ungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting
sebagai penjelasan tentang hal-hal yang penting yang tercantum dalam
neracaTujuan dari pengungkapan ini untuk meminimalisasi kesalahan presepsi
bagi pembaca laporan.

Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 80: Laporan keuangan harus
mengungkapkan masing-masing aset tetap sebagai berikut:

a) Dasar penilaian yang digunakan unut menetukan nilai tercatatnya

(carryng amount).

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan ahir periode yang
menunjukkan:

a. Penambahan.

b. Pelepasan.

c. Akumulasi penyusutan.

d. Dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

¢) Informasi penyusutan:
a. Nilai penyusutan.
b. Metode penyusutan.

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
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Nilai tercatat bruto dan akunatnsi penyusutan awal dan ahir periode

d) Laporan Keuangan harus mengungkapkan.

2.2

a.

b.

C.

d.

Eksitensi dan batas hak milik aset tetap.

Kebijakan akuntansi untuk rekapitulasi yang berkaitan dengan aset
tetap.

Jumlah penegluaran pada pos aset tetap dalam konstrksi.

Jumlah komitmen untuk akusisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat jumlah yang dinilai kembali, maka harus di

ungkapkan

a.

b.

Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
Tanggal efektif penilaian kembali.

Jika ada, nama panggilam independen.

. Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan

biaya pengganti.

. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang

mendasari pemikiran penulis adalah:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Hasil Penelitian
1 | Nur Perlakuan Akuntansi | Hasil penelitian ini  menyatakan
Fitriana Aset Tetap Dalam | bahwa Dians Kebudayaan dan
Wati Laporan Keuangan | Pariwisata Provinsi Jawa Timur
(2011) pada Dinas | masih menerapkan SAP PP No. 24
Kebudayaan dan | Tahun 2005 berbasis kas menuju
Pariwisata Provinsi | acrual pada perlakuan akuntansi
Jawa Timur aset tetapnya dan SAP PP No. 71
Tahun 2010 akan diterapkan tahun
2015 selain itu aset tetap di neraca
disajikan secara overstated. sebesar
Rp. 10.032.485.725 karena belum
diterapkannya kebijakan
penyusutan. Jumlah tersebut berasal
dari penyusutan gedung dan
bangunan sebesar Rp.
2.155.881.866 dan peralatan mesin

sebesar Rp. 7.876.603.858
2 | Desi Analisis Pencatatan | Hasil Penelitian menyatakan bahwa
Anastya dan Pelaporan Aset | Pemerintah  Kabupaten sangihe
Mogi Tetap pada | pada umumnya telah melakukan
(2013) Pemerintah pencatatan akuntansi aset dalam

Kabupaten Sangihe
(2011)

halini akuntansi aset tetap yang baik,
sesuai dengan PP 24 Tahun 2005
Tentang Standar Akunatnsi
Pemerintaha dan Permendagri No.
59 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pegelolaan  Keuangan  Daerah,
namun pada tahun 2011 belum
sepenuhnya sesuai dengan Satndar
Akuntansi Pemerintahan karena aset
tetap yang disalahgunakan oleh
Kabupaten Kepulauan Sangihe
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3 | Robert Analisi  Perlakuan | Hasil  penelitian ~ menyatakan
Lambey Akuntansi Aset | bahwa perlakuan akuntansi aset
(2016) Tetap pada Dinas | tetap yang siterapkan sudah

Pekerjaan Imum | sesuai dengan PSAP 07
Provinsi  Sulawesi
Utara

4 | Siti Nutijah | Analisis Perlakuan | Hasil  penelitian ~ menyatakan

(2017) Aset Teap dinas | bahwa perlakuakn akuntansi aset
Pemerintah Provinsi | tetap yang diterapkan belum
Pali sesuai dengan standar akunatnsi

pemerintah

5 |lis Astria | Analisi Perlakukan | Hasil  penelitian ~ menyatakan
(2017) Akuntansi Aset | bahwa perlakuan akunatnsi aset

Tetap Pada RSUD |tetap yang dilakukan sudah
Dr. Soeratno | sesuai Satndar Akuntansi
Gemolong Sragen Pemerintahan namun ada

beberapa hal yang belum sesuai

6 | Zauda Aylan | Analisis Perlakuan | Hasil Penelitan  Menyatakan
Kharima Akuntansi Aset | Bahwa Perlakuan Akuntansi aset
(2018) Tetap Berdasarkan | Pada Dinas Pertanian dan

PSAP 07 Pada | Ketahanan pangan Provinsi Jawa
Dinas Pertanian | Timur Sudah Sesuai
Provinsi Jawa Timur | Berdasarkan PSAP 07

7 | Maria  Yulita | Analisis Perlakuan | Hasil  penelitian  menyatakan

Karolina(2018) | Aset  TetapTanah | bahwa pengelolaan aset tetap
Pada Dinas | sudah sesuai dengan Pernyataan
Pendidikan Provinsi | Standar Akuntansi Pemerintah
Nusa tenggara | Nomor 07 Tahun 2010
timur

8 | Dya Nisrian | Analisi penyajian | Hasil  penelitian  menyatakan
(2018) Aset Tetap Dalam | bahwa proses penyajian aset

Laporan Keuangan

tetap belum sesuai dan belum

Universitas lengkap
Pembangunan
nasional  Veteran
jakarta
9 | Aditya Guntor | Analisi  Penyajian | Hasil  penelitian ~ menyatakan
(2019) Aset Tetap Pada | bahwa penyajian, pengukuran
Laporan Keuangan | dan pengakuan aset tetap pada
Pemerintah Kota | laporan keuangan pemerintah
surabaya kota surabaya telah sesuai
dengan peraturan pemerintah
nomor 71 tahun 2010 dan

peraturan mentri dalam negeri
nomor 64 tahun 2013
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10

Adam
Hekeem
(2020)

Evaluasi Penyajian

Aset tetap
Pemerintah Daerah
Pada Badan
peneglolaan
Keyangan Aset
Daerah

Berdasarkan PSAP
07 Tahun 2010

Hasil Penelitian  menyatakan
bahwa dalam pengakuannya
sudah sesuai dengan PSAP
namun masih ada kesalahan
yaitu masih banyak aset tetap
tanah yang tidak bersertifikat.

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu 2020.

2.3

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap
Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan

Singingi

Berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010

1. Klasifikasi Aset Tetap

2. Pengakuan Aset Tetap

3. Pengukuran Aset Tetap

4. Penyajian dan Pengungkapan)

Sesuai/Tidak Sesuai

Kesimpulan

Sumber: lis astria (2017).
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BAB Il

METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif kualitatif merupakan suatu metode pembahasan permasalahan yang
sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan
suatu data (Fasiha, 2013:37). Menggunakan metode deskriptif kualitatif di
karenkan dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan keadaan
sebagaimana adanya.

Jenis penelitian dalam penelitian ini mengambil suatu obejk di Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Data kualiatatif
yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam
hal ini Kepala Bagian Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kuantan Singingi mengenai aset tetap.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini di lakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dilakukan pada ahir

bulan November 2019 sampai dengan bulan September 2020.
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Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No Jenis 2019 2020

Kegiatan | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |Agus| Sep
1 | Judul N
Diterima
2 | Melakukan
(I;’enelitian \/ \/ \/ \/ \/
an
Bimbingan
3 | Ujian N
Proposal
4 | Melakukan
Penelitian \ \ \
Skripsi
5 | Ujian N
Skripsi
Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun, 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitaif dan kualitatif. Data
kuantitaif dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berupa Laporan Neraca Sedangka
data kualitatif adalah Gambaran Umum, Struktur Organisasi dan Peraturan
Peraturan yang digunakan dalam menyusun laporan Keuangan (ldham, 2018
:49).

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam
bentuk angka (Arikunto, 2013 : 171). Data ini diperoleh melalui berbagai macam

teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen dan observasi

yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkip).
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3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
lansung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat
berupa opini obyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi
terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian
(Indrianto dan Bambang Supomo, 2014 : 146). Dalam penelitian ini data primer
diperolehmelalui wawancara secara lasung dengan salah satu pegawai bagian
aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh
peneliti secara tidak lansung melalui media perantara (diperoleh dan di catatoleh
pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis
yang tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang di publikasikan dan yang
tidak di publikasikan (Indrianto dan Supomo, 2014 :147). Dalam penelitian ini
data sekunder yang diperlukan adalah Gambaran Umum Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Struktur Organisasi, Serta

data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4  Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti untuk
memperoleh data agar diperoleh data yang valid, realibel dan obyektif (Sugiyono,

2016 : 316).
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Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dalam
suatu penelitian akan memungkikan pencapaian masalah secara valid dan
terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang objektif. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016 : 317) wawancara digunakan sebagai teknik
pengumplan data untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti dan juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
Teknik wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara lansung
dengan Kepala Bagian Aset dan Kepala Bagian Keuangan di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang berkaitan dengan aset
tetap.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016 : 329) teknik dokumentasi merupakan metode
pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dari
dokumen seperti buku-buku dan laporan-laporan yang dimiliki perusahaan.
Melalui teknik ini peneliti dapat mengetahui seluruh hal yang berkaitan dengan
aset tetap yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti untuk

mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai
human instrumen, berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,
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analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas

temuannya (Sugiyono, 2012).

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan

pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan dokumen, foto, dan

material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang

telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan

dan di informasikan kepada orang lain. Yang bertujuan untuk menggambarkan

dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti (Yusuf : 400-401).

Tahapan penelitian dan analisa yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Mengumpulkan data terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap yang
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tahun
2010.

Melakuakn wawancara dengan Bagian Aset yang terkait dengan
perlakuan akuntansi aset tetap meliputi: pengakuan pengukuran,
penyajian dan pengungkapan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

Mempelajari data yang berhubungan dengan penelitian tentang di Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
Memberikan kesimpulan atas hasil analisis data aset tetap Dinas
pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kuantan Singingi

Berdirinya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi tidak lepas dari awalnya terbentuk Propinsi Riau pada tahun
1958 dan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang penyerahan
sebagian Urusan Pusat kepada Daerah Swatantra | Riau tanggal 1 September
1958 No. 250/22D/58. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu
Kabupaten Baru di Provinsin Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu
Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-Undang No. 53 Tahun 1993.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan roda
pemerintahannya membentuk beberapa Dinas/badan yang diantaranya adalah
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang
terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 48 tahun 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi. Disusunnya organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga ini di dasar oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian lahir Peraturan Bupati Kuantan
Singingi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi yang di dasari oleh Undang-Undang No.

32 Tahun 2004.

36
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Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi merupakan salah satu dinas yang diberi wewenang untuk menggali
potensi Pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dinas
pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berperan meningkatkan kualifikasi,

Kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan tenaga Kependidikan.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kuantan Singingi
Visi:

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan dari nilai, arah
dan komitmen serta memiliki daya tarik yang diyakini sebagai pengarah dalam
pelaksanaan aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai penguat organisasi atau unit kerja, maka mengoptimalkan kinerja
organisasinta maka dirumuskan visi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan
Pendidikan Kepemudaan Olahraga yang Bermutu Maju dan Mearat
Berdasarkan Iman dan Taqwa”.

Misi:

Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin di capai.
Oleh karena itu, guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan misi yang
merupakan pernyataan tujuan dannsasaran yang ingin di capai organisasi yang
bersangkutan. Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi Adalah Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan akses layanan Pendidikan yang meluas merata dan

berkeadilan.
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Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu.

Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan
tenaga Kependidikan.

Mewujudkan penguatan tatakelola serta peningkatan efektifitas birokrasi
dan pelibatan publik.

Meningkatkan eksitensi peran pemuda yang kreatif, produktif, berprestasi
dan berkarakter dalam bidang olahraga dan seni.

Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul.

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Gambaran mengenai

struktur organisasi yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:
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Berdasakan susunan kepengurusan yang digunakan oleh Dinas
Pendidikan dan Olahraga maka setiap pengurus memiliki tugas, fungsi dan
tanggungjawab sebagai berikut:

1 Kepala Dinas
Tugas Pokok:

Membantu  walikota dalam  memimpin, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan penyelanggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Tata Kota yang meliputi
urusan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan,
penatagunaan lahan serta penataan bangunan.

Fungsi:
1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana Kkerja

Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah.

2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan
lingkup bidang Tata Kota.

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-
bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Pembinaan administrasi perkantoran.

5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di Bidang

Tata Kota serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Kkegiatan

Dinas.
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Sekretaris

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan

yang meliputi urusan Umum dan Perencanaan, Kepegawaian, serta Keuangan.

Fungsi:

1.

3

Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama kebijakan,
petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas penyusunan bersama
program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan
misi Dinas.

Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat.
Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan
pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas.
Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian
Dinas.

Sub Bagian Umum

Tugas Pokok:

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam

melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga serta pendataan rencana

program dan kegiatan Dinas.

Fungsi:
1.
2.

3.

Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum.
Pelaksanaan pelayanan tata usaha.
Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang

perlengkapan Dinas.
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4. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas.
4 Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok:

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas
dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi
pembukuan keuangan lingkup Dinas.

Fungsi:
1. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub

Bagian Keuangan.

2. Membagi tugas, memberikan petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas.

3. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

4. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian
gaji pegawai.

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan

Dinas.

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi
anggaran Dinas.

7. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Subbagian Keuangan.

8. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan Dinas.
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Sub Bagian Program

Mempunyai tugas:

1.

10.

Menyusun rencana program dan Kkegiatan serta pelaksanaan pada
Subbagian Program.

Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas.

Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas.

Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan
kegiatan pada Website Dinas.

Mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas.
Mengkoordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP).
Memfasilitasi dan mengkoordinasikan tugas pembantuan.

Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP.

Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Subbagian Program.

Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan, perumusan,

penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar
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kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan bidang sarana
prasarana pendidikan dasar.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

1. Perumusan rencana kerja dibidang pendidikan dasar yang meliputi
kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan
sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan
dasar.

2.  Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar yang meliputi
kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan
sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan
dasar.

3. Penyusunan rencana kerja dibidang pendidikan dasar yang meliputi

kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan
sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan
dasar.
Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang
pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar,
kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan bidang sarana
prasarana pendidikan dasar.

4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dasar yang meliputi kurikulum
dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan sekolah

menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan dasar.
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Bagian Sarana Prasarana

Seksi Sarana Prasarana, mempunyai tugas:

1.

Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan, dan pedoman/ketentuan lain berkaitan
dengan Seksi Sarana Prasarana.

Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Sarana Prasarana.

Membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Sarana
Prasarana.

Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana.

Menyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan sarana dan
prasarana satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

Melaksanakan pembinaan dan pemantuan perpustakaan dan
laboratorium satuan pendidikan pada pendidikan.

Bidang Pemuda Dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan,

penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang

pemuda dan olahraga yang meliputi pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemuda Olahraga mempunyai fungsi:
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Penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis dibidang pemuda,
olahraga yang meliputi pemuda, dan olahraga.

Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemuda
olahraga yang meliputi pemuda, dan olahraga.

Pelaksanaan dan pemberian rekomendasi, pembangunan dan
pengadaan sarana prasarana dibidang pemuda, olahraga yang meliputi
pemuda, olahraga.

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan dibidang pemuda, olahraga yang meliputi pemuda,
olahraga.

Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil Penelitian

Perlakuan Aset Tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan PSAP 07

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Aset tetap di Klasifikasikan berdasarkan kesamaan

dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap

adalah sebagai berikut:

1)

Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengam maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
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Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mecakup mesin-mesin kendaraan bermotor dan alat
elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasioanal
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, lIrigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang di
bangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasaioleh pemerintah
dan dalam kondisi siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

mengklasifikasikan aset tetap ke dalam 6 kategori yaitu:

1)

Tanah
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Sesuai dengan peruntukannya tanah di Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dapat diklasifikasikan:

a) Tanah untuk bangunan gedung dan bangunan Perdagangan.

b) Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa.

c) Tanah bangunan pengairan.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap
pakai sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Nomor 07 Tahun 2010.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi sesuai dengan jenisnya adalah sebagai berikut:

a) Alat Angkutan Darat bermotor.

b) Alat angkutan berat tak bermotor.

c) Alat bengkel bermesin.

d) Alat bengkel tak bermesin.

e) Alat ukur.

f) Alat pemeliharaan tanaman.

g) Alat kantor.

h) Alat rumah tangga.

i) Komputer.

i) Meja dan kursi rapat/kerja.

k) Alat studio.

I) Alat komunikasi.

m) Alat kedokteran.
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n) Unit-unit laboratorium.

0) Alat peraga/praktek sekolah.

p) Unit alat laboratorium kimia nuklir.

g) Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.

r) Alat proteksi radiasi.

s) Alat laboratorium lingkungan hidup.

t) Peraatan laboratorium hidronamika.

u) Persenjataan non senjata api.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa klasifikasi aset tetap di Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 yang
mana peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, alat elektronik, inventaris
kantor, dan peralatalainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari
12 dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi di klasifikasikan berdasarkan jenisnya adalah:

a) Gedung tempat kerja.

b) Gedung tempat tinggal.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa gedung yang dikalsifikasikan di
Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah
sesuai berdasarkan Pernyatan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun
2010. Yang mana gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
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4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut
yaitu:

a) Bangunan air bersih/baku.

b) Instalasi air minum bersih.

¢) Instalasi pembangkit listrik.

d) Instalasi gardu listrik.

e) Jaringan listrik.

Jadi berdasarkan penelitian bahwa jalan, irigasi dan Jaringan yang
diklasifikasikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntans Pemerintah
Nomor 07 Tahun 2010 yang mana jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap yang termasuk kedalam aset tetap lainya di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah buku, barang-barang
perpustakaan, barang bercorak kebudayaan dan tanaman.

Jadi berdasarkan Hasil penelitian bahwa aset tetap lainnya yang di
klasifikasikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Nomor 07 Tahun 2010 yang mana bahwa aset tetap lainnya yang dimaksud
adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah

dan dalam kondisi siap pakai.
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6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset yang dikelompokkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika
penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati suatu
periode tahun anggran, aset tetap yang belum selesai tersebut di golongkan dan
dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sampai aset tersebut selesai di pakai.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa konsrtuksi dalam pengerjaan
yang di klasifikasikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 yang mana konsrtuksi dalam pengerjaan
mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada
tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Hasil secara keseluruhan bahwa klasifikasi aset tetap di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai Berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010. Yang mana
klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan Meisn, Gedung dan
Bangunan, jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konsrtuksi Dalam
Pengerjaan (KDP).

2. Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap di akui pada saat manfat eonomis masa
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat di ukur dengan handal. Untuk dapat di
akui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Berwujud.
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c) Biaya perolehan dapat di ukur dengan handal.
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d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dala operasi normal entitas.
e) Dioeroleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap yang diperoleh Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan singingi berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan yaitu “pengakuan aset tetap terjadi jjka memberikan manfaat ekonomi
bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan biaya perolehannya dapat di
ukur dengan handal dan nilai masing-masing aset tetap terdapat bukti
kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum misalnya sertifkat tanah dan
bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti tanah melikibukti sertifikat hak
kepemilikan, peralatan dan mesin yang diperoleh memiliki bukti pemebelian yang
sah seperti nota atau kwitansi, gedung dan bangunan memiliki bukti kepemilikan
yang sah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut rincian daftar aset tetap yang di
peroleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
terdiri atas:

1) Tanah

Tanah yang dimiliki kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi d akui sebagai aset tetap karena tanah tersebut
memiliki masa manfat lebih dari dua belas bulan, biaya perolehan tanah dapat di
ukur dengan handal.Nilai aset tanah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp. 133.310.768.881 dengan rincian sub akun sebagai berikut:

a. Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan Rp.

5.489.041.560.

b. Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa Rp. 124.761.294.681,02.
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Tanah bangunan pengairan Rp. 3.060.432.640.

2) Peralatan dan Mesin

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Pendidikan Kepmudaan dan

Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp. 173.184.409.262,81 dengan rincian Sub akun sebagai berikut:

a.

Alat angkutan darat bermotor (kendaraan bermotor penumpang,

kendaraan bermotor roda dua) sebesar Rp. 387.000.000.

. Alat Angkutan Berat Tak Bermotor (kendaraan bermotor angkutan

barang) sebesar Rp. 2.350.00.
Alat bengkel bermesin (perkakas konstruksi logam terpasang pada

pondasi, Perkakas Bengkel Listrik) sebesar Rp. 26.440.000.

. Alat bengkel tak bermesin (perkakas Standar) sebesar Rp. 3.575.000.

. Alat Ukur (alat ukur universal, alat timbangan/blora) sebesar Rp.

106.123.274,00.
Alat pemeliharaan tanaman, atau penyimpan (Alat Pemeliharaan

Tanaman) sebesar Rp. 12.150.000.

. Alat kantor (mesin TIK, mesin hitung, alat reproduksi, alat penyimpan

dan alat kantor lainnya) sebesar Rp. 6.066.374.994,55.

. Alat rumah tangga (meubelair, alat pengukur waktu, alat pembersih,

alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya) sebesar Rp.
66.888.876.164,55.

Komputer (personal komputer, peralatan komputer mekanisme,
peralatan mini komputer, peralatan personal komputer, peralatan

jaringan dan laptop/notebook) sebesar Rp. 22.287.959.840,56.
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Meja dan kursi kerja/Rapat (meja kerja, meja rapat, kursi kerja, dan

kursi rapat) sebesar Rp. 853.076.474,60.

. Alat studio (peralatan studio visual, peralatan studio video film A)

sebesar Rp. 2.802.467.249,29.
Alat Komunikasi (alat komunikasi telephone dan alat komunikasi)

sebesar Rp. 163.602.108,13.

. Alat kedokteran (Alat Kedokteran Umum) sebesar Rp. 1.645.000.

. Unit-unit laboratorium (alat laboratorium aicrologi, alat laboratorium

model/hidrolika, alat laboratorium bahan bangunan konstruksi, alat
laboratorium aspal cat dan kimia, alat laboratorium mekanik, tanah dan
batuan alat laboratorium cocok tanam, alat laboratorium logan, mesin
listik, alat laboratorium umum, alat laboratorium umum A, alat
laboratorium fisika, alat laboratorium proses teknologi keramik, alat
laboratorium pertanian, alat laboratorium elektronika dan daya, alat
laboratorium lingkungan perairan, alat laboratorium biologi, alat
laboratorium geofisika dan alat laboratorium hermatologi dan urinalisis

A) sebesar Rp. 37.143.965.151,02.

. Alat peraga/praktek sekolah (bidang studi: bahasa indonesia, bidang

studi: matematika, bidang studi: ipa dasar, bidang studi: IPA lanjutan,
bidang studi: IPA menengah, bidang studi: ipa atasbidang studi IPS,
bidang studi: agama islam, bidang studi: ketrampilan, bidang studi:
kesenian, bidang studi: olahraga, bidang studi: PMP dan alat
peraga/praktek sekolah bidang pendidikan/ketrampilan lain-lain)

sebesar Rp. 35.041.187.629,45 masing-masing diperoleh tahun 2009.
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p. Unit alat laboratorium kimia nuklir (instrumen probe/sensor) sebesar
Rp. 186.224.487,43

g. Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika (radiation etector, pto
elektronik) sebesar Rp. 66.384.003,38.

r. Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan (meteorological equipment)
sebesar Rp. 118.774.277,68.

s. Alat laboratorium lingkungan hidup (alat laboratorium kualitas air dan
tanah) sebesar Rp. 1.015.092.444,25.

t. Peralatan laboratorium hidrodinamika (MOB) sebesar Rp.
1.015.092.444,25.

3) Gedung dan Bangunan
Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp.
406.014.766.483,30 dengan rincian sub akun sebagai berikut:

a. Bangunan gedung tempat kerja (bangunan gedung kantor, bangunan
gudang, bangunan gedung laboratorium, bangunan kesehatan
bangunan gedung tempat ibadah, pendidikan, bangunan gedung
tempat pendidikan, bangunan gedung tempat untuk pos jaga, dan
bangunan gedung perpustakaan) sebesar Rp. 404.532.118.300,50.

b. Bangunan gedung tempat tinggal (rumah negara bangunan Il) sebesar
Rp. 1.482.648.182,80.

4) Jalan, irigasi dan Jaringan
Saldo jalan irigasi dan jaringan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar
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Rp. 2.099.235.000 atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 13.735.341.698

dengan rincian sub akun sebagai berikut:

a.

e.

Bangunann air bersih/baku (bangunan pelengkap air bersih) sebesar

Rp. 2.099.235.000.

. Instalasi air minum bersih (air tanah dangkal) sebesar Rp.

1.554.000,00.

Instalasi pembangkit listrik (Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD).

. Instalasi gardu listrik (instalasi gardu listrik distribusi) sebesar Rp.

140.052.000.

Jaringan listrik (jaringan distribusi) sebesar Rp. 49.293.987,73.

5) Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 terjadi kenaikan dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp. 8.314.617.745 dengan rincian sebagai berikut:

a.

d.

Buku (umum, sosial ilmusosial, ilmu bahasa, matematika dan
pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis, geografi, biografi,

sejarah, dan buku pustaka) sebesar Rp. 18.299.291.946,10.

. Barang-Barang Perpustakaan (peta) sebesar Rp. 1.739.050.391,00.

Barang bercorak kebudayaan (alat kesenian, alat olahraga) sebesar
Rp. 558.184.333,69.

Tanaman (tanaman holtikultura) Rp. 16.523.000.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp.

18.773.043,81.
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Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa pengakuan aset tetap
sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07 dimana bahwa pengakuan aset tetap akan
handal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hal kepemilikannya atau
pada saat penguasaan berpindah dan saat aset tetap di andalkan apabila
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan
kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian aset Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Di Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam
pengakuan aset tetap terdapat bukti seperti sertifikat tanah atau bukti
kepemilikan dan penguasaan secara hukum.

3. Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Aset yang diperoleh
dalam bentuk di ukur berdasarkan biaya perolehnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang aset tentang
pengkuran aset tetap yaitu “pengukuran Aset tetap berasal dari penilaian awal
aset tetap yaitu yang diperolehdari pembelian lansung mencakup seluruh
peralatan dan mesin dan aset tetap dan yang berupa hibah atau non moneter di
catat secara nilai wajar pada saat perolehan mencakup tanah gedung dan
bangunan”.

1) Aset tetap yang diperoleh dari pembelian
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a) Alat angkutan darat bermotor (kendaraan bermotor penumpang,
kendaraan bermotor roda dua) sebesar Rp. 387.000.

b) Alat Angkutan Berat Tak Bermotor (kendaraan bermotor angkutan
barang) sebesar Rp. 2.350.00.

c) Alat bengkel bermesin (perkakas konstruksi logam terpasang pada
pondasi, Perkakas Bengkel Listrik) sebesar Rp. 26.440.000.

d) Alat bengkel tak bermesin (perkakas Standar) sebesar Rp. 3.575.000.

e) Alat Ukur (alat ukur universal, alat timbangan /blora) sebesar Rp.
106.123.274,00.

f) Alat pemeliharaan tanaman,atau penyimpan (Alat Pemeliharaan
Tanaman) sebesar Rp. 12.150.000.

g) Alat kantor (mesin TIK, mesin hitung, alat reproduksi, alat penyimpan
dan alat kantor lainnya) sebesar Rp. 6.066.374.994,55.

h) Alat rumah tangga (meubelair, alat pengukur waktu, alat pembersih,
alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya) sebesar Rp.
66.888.876.164,55.

i) Komputer (personal komputer, peralatan komputer mekanisme,
peralatan mini komputer, peralatan personal komputer, peralatan
jaringan dan laptop/notebook) sebesar Rp. 22.287.959.840,56.

i) Meja dan kursi kerja/Rapat (meja kerja, meja rapat, kursi kerja, dan
kursi rapat) sebesar Rp. 853.076.474,60.

k) Alat studio (peralatan studio visual, peralatan studio video film A)
sebesar Rp. 2.802.467.249,29.

I) Alat Komunikasi (alat komunikasi telephone dan alat komunikasi)

sebesar Rp. 163.602.108,13.
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m) Alat kedokteran (Alat Kedokteran Umum) sebesar Rp. 1.645.000.

n) Unit-unit laboratorium (alat laboratorium aicrologi, alat laboratorium
model/hidrolika, alat laboratorium bahan bangunan konstruksi, alat
laboratorium aspal cat dan kimia, alat laboratorium mekanik, tanah dan
batuan alat laboratorium cocok tanam, alat laboratorium logan, mesin
listrik, alat laboratorium umum, alat laboratorium umum A, alat
laboratorium fisika, alat laboratorium proses teknologi keramik, alat
laboratorium pertanian, alat laboratorium elektronika dan daya, alat
laboratorium lingkungan perairan, alat laboratorium biologi, alat
laboratorium geofisika danalat laboratorium hermatologi dan urinalisis
A ) sebesar Rp. 37.143.965.151,02.

0) Alat peraga/praktek sekolah (bidang studi: bahasa indonesia, bidang
studi: matematika, bidang studi: ipa dasar, bidang studi: IPA lanjutan,
bidang studi: IPA menengah, bidang studi: ipa atas, bidang studi: IPS,
bidang studi: agama islam, bidang studi: ketrampilan, bidang studi:
kesenian, bidang studi: olahraga, bidang studi: PMP dan alat
peraga/praktek sekolah bidang pendidikan/ketrampilan lain-lain)
sebesar Rp. 35.041.187.629,45.

p) Unit alat laboratorium kimia nuklir (instrumen probe/sensor) sebesar
Rp. 186.224.487,43.

g) Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika (radiation etector, pto
elektronik) sebesar Rp. 66.384.003,38.

r) Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan (meteorological equipment)

sebesar Rp. 118.774.277,68.
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s) Alat laboratorium lingkungan hidup (alat laboratorium kualitas air dan

tanah) sebesar Rp. 1.015.092.444.

t) Peralatan laboratorium hidrodinamika (MOB) sebesar Rp.

1.015.092.444,25.
2) Aset Tetap yang diperoleh secara non moneter

Aset tetap yang berupa hibah di catat secara nilai wajar pada saat
perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari hibah adalah tanah, gedung dan
bangunan dengan total perolehan Rp. 133,310,768,881.02.

a) Tanah untuk bangunan gedung perdagangan Rp. 5.489.041.560 yang

diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singing.

b) Tanah untuk bangunan tempat kerja Rp. 124.761.294.681,02 yang

diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

¢) Tanah bangunan pengairan Rp. 3.060.432.640.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang bagian aset tentang
Pengukuran Aset Tetap yaitu “pengukuran aset tetap di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 yang mana
Pengukuran nilai aset tetap Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi menggunakan harga perolehan vyaitu, biaya perolehan untuk
tanah meliputi nilai perolehan tanah diperoleh dari pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi. Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi nilai perolehan
yang diperoleh dari pembelian. Biaya perolehan tanah meliputi nilai perolehan

tanah yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
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3) Pengeluaran Setelah Perolehan

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 49 pengeluaran setelah perolehan awal
suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkikan
bear memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan
pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya yang dimaksud ditetapkan dalam kebiajakn akuntansi
suatu entitas berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (capitalization threshold)
tertentu untuk dapat digunkan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran
harus di kapitalisasi atau tidak di karenakan organisasi pemerintah sangat lah
beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah
kapitalisasi (capitalizatyon threshoold) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh
entitas yang ada.

Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut
dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah
berbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold) harus
diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Berikut hasil wawancara dengan kepala bagian bidang aset Dinas
Pendidikan Pemuda dan olahraga tentang pengeluan setelah perolehaan yaitu
‘Aset tetap yang dimiliki dan digunakan dalam usaha akan memerlukan
pengeluaran yang tujuannya adalah agar memenuhi kebutuhan. Pengeluaran-
pengeluaran yang digunakan selama penggunaan aset tetap pada Dinas
Pedidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yaitu biaya

peralatan mesin dan peralatan olahraga sebesar Rp. 300.000.00 dan
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Pengeluaran Untuk gedung dan Bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00. Di
ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan”.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Aset Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Biaya perawatan terhadap
aset tetap disebut dengan pemeliharaan pada dasarnya aset tetap mempunyai
aset tetap mempunyai masa manfaat yang terbatas, oleh karena itu agar dapat
memberikan manfaat yang optimal maka dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan
dan perbaikan baik yang sifathya rutin maupun tidak rutin, maka dapat
disimpukan pengeluaran setelah perolehan aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten kuantan Singingi memiliki biaya perawatan yang
disebut pemeliharaan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan.

4) Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Paragraf 53 penyusutan adalah alokasi yang sistematis
atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing
periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan
beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusunan nilai aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode
yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang
digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan
jasa (service potencial) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfat aset
tetap yang disusutkan harus di tinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan
besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan
datang harus dilakukan penyusutan.

Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:
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a) Metode Garis Lurus (straight line method).

b) Metode Saldo Menurun Ganda (double declining balance method).

C)

Metode Unit Produksi (unit of production method).

d)

f)
9)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Penyusutan
Aset Tetap (Depreciable Assets) adalah penyesuai nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu
aset tetap. Kebijakan Penyusutan aset tetap di dasarkan pada
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
beban penyusutan dan di catat pada akumulasi penyusutan Aset
Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan

yang di gunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

Dengan rumus: Harga Perolehan-Nilai Residu
Masa Manfaat
Masa manfaat untuk menghitung penyustan untuk masing-masing

kelompok aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor
37 Tahun 2014 Perhitungan Aset Tetap dilaksanakan secara
Tahunan. Aset dianggap berumur 1 tahun jika perolehannya
sampai dengan juni tahun berjalan, untuk aset yang perolehannya

di atas bulan juni tahun berjalan, penyusutannya dilakukan di
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h) tahun berikutnya. Untuk nilai Residu setiap aset tetap sebesar
10,00.

i) (Sumber Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 4.1
Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset Harga Perolehan
Tanah 133,310,768,881.00
Peralatan dan Mesin 173.184.409.262,81
Gedung dan Bangunan 406.014.766.483,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.290.484.987,73
Aset Tetap Lainnya 20.613.049.670,79
Konstruksi Dalam Pengerjaan 18.773.041,81
Akumulasi Penyusutan (196.194.265.857,16)
Total Aset Tetap 529.237.986.470,28

Sumber: Data Diolah 2020.

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyusutan aset
tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi menggunakan metode yang berdasarkan nilai ekonomis dan masa
manfaat aset.

Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tanggal perolehan yang
di dasarkan pada dokumen:

a) Untuk pengadaan lansung berdasarkan kwitansi pembelian.
b) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum.

¢) Untuk pengadaan swakelola.

d) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap: Tanah, Konstruksi dalam
pengerjaan, Buku-Buku, Perpustakaan, Hewan ternak, tanaman dan aset tetap

yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
penyusutan aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi penyusustan aset tetap penyesuai nilai sehubungan dengan
penurunan kapasiatas dan manfaat dari suatu aset tetap.

4. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan pada lembar neraca dan harus di ungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting
sebagai penjelasan tentang hal-hal yang penting yang tercantum dalam neraca
Tujuan dari pengungkapan ini untuk meminimalisasi kesalahan presepsi bagi
pembaca laporan.

Di dalam penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan, Dinas
pendidikan Pemuda dan Olahraga menyajikan aset tetap dalam neraca sebesar
biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutannya. Untuk metode
penyusutannya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi menggunakan metoge garis lurus (straight line method).

Penyajian Aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang di
ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Akun ini menggambarkan
jumlah kekayan milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi berupa aset tetao dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun jumlah akun aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.
539.237.986.472,30 dan 31 desember 2018 sebesar Rp. 459.182.901.237,30

dengan rincian kelompok aset tetap sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Uraian 2019 2018
ASET TETAP

Tanah

133,310,768,881.00

133,310,768,881.00

Peralatan dan Mesin

173,184,409,262.81

146,444,090,112.81

Gedung dan Bangunan

406,014,766,483.30

361,014,618,143.00

Jalan Irigasi dan Jaringan

2,290,484,987.73

2,290,484,987.73

Aset Tetap Lainnya

20,613,049,670.79

12,298,431,925.79

Konstruksi Dalam Pengerjaan

18,773,041.81

18,773,043.81

Akumulasi Penyusutan

196,194,265,857.16

196,194,265,857.16

Total Aset Tetap

539,237,986,470.28

459,182,901,236.98

Sumber:

Catatan atas Laporan Kauangan Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 80: Laporan keuangan harus

mengungkapkan masing-masing aset tetap sebagai berikut:

f)

9)

h)

Dasar penilaian yang digunakan unut menetukan nilai tercatatnya
(carryng amount).
Rekonsiliasi tercatat dan ahir periode yang

jumlah pada awal

menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan
perubahan niai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan: yaitu nilai penyusutan, metode penyusutan, masa
manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan
akunatansi penyusutan awal dan ahir periode.

Setiap aset tetap dlam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kuantan Singingi harga perolehannya dapat dilihat dalam daftar

perolehan aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutan, kita bisa

mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada ahir tahun atau periode

dalam aset tetap.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian bdang aset Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tentang
penyajian dan pengungkapan aset tetap yaitu

“Seluruh aset tetap yang dimiliki Dinas Pendiidkan Pemuda dan olahraga
sudah di sajikan dalam neraca pada sisi aktiva sebesar biaya perolehannya
dkurangi dengan akumulasi penyusutannya”.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban
penyusutan dan di catat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai
pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang di gunakan adalah metode
garis lurus (straight line method).

Dengan rumus: Harga Perolehan-Nilai Residu

Masa Manfaat
Masa manfaat untuk menghitung penyustan untuk masing-masing
kelompok aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014
Perhitungan Aset Tetap dilaksanakan secara Tahunan. Aset dianggap berumur 1
tahun jika perolehannya sampai dengan juni tahun berjalan, untuk aset yang
perolehannya di atas bulan juni tahun berjalan, penyusutannya dilakukan di
tahun berikutnya. Untuk nilai Residu setiap aset tetap sebesar 10,00.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
menggunakan metode yang berdasarkan nilai ekonomis dan masa manfaat aset.
Akumulasi penyusutan aset tetap Dinas pendidikan Pemuda dan
Olahraga adalah sebesar Rp. 196.194.265.857,16 dengan rincian akumulasi
penyusutan sebagai berikut:
1) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin vyaitu sebesar Rp.

(88.769.802.172,40).
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a. Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor Rp.
(389.014.285,72)

b. Akumulasi penyusutan alat bengkel bermesin Rp. (30.015.000,00).

c. Akumulasi penyusutan alat ukur Rp. (106.123.274,00).

d. Akumulasi penyusutan alat pengolahan pertanian Rp. (10.550.00,00).

e. Akumulasi penyusutan alat kantor Rp. (5.308.544.028,66).

f. Akumulasi penyusutan alat rumah tangga Rp. (62.520.883.868,38.

2) Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan vyaitu sebesar Rp.
(107.052.214.736,30) yaitu Akumulasi penyusutan bangunna gedung
tempat kerja Rp. (107.052.214.736,30).

3) Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp.
(462.248.948,46).

a. Akumulasi penyusutan bangunan air irigasi Rp. (442.065.700,00).

b. Akumulasi penyusutan instalasi air kotor Rp. (14.021.500,00).

¢. Akumulasi penyusutan jaringan air minum Rp. (1.232.350,69).

d. Akumulasi penyusutan jaringan listrik Rp. (4.929.397,77).

Berdasarkan hasil penelitian di atas daat di simpulkan bahwa Aset tetap
dalam penyajian dan pengungkapan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi seluruh aset tetap yang dimiliki Dinas Pendiidkan
Pemuda dan olahraga sudah di sajikan dalam neraca pada sisi aktiva sebesar

biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.
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4.3 Pembahasan
1. Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kklasifikasi aset tetap Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersamaan dengan kesaman sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu:

a) Tanah

Tanah menurut PSAP 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa tanah
dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
pakai. Tanah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan
Singingi Dapat di klasifikasi menjadi dua kelompok yaitu tanah untuk bangunan
gedung dan bangunann dan tanah untuk bangunan gedung seperti tanah untuk
jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan dan lain-lain

Nilai aset Tanah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar
Rp. 133.310.768.881,02.

Bersadarkan Hasil Penlitian yang telah di uraikan diketahui bahwa Dinas
Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tanah yang
dimaksud dalam PSAP 07.

Bahwa tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap Sudah sesuai
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

b) Peralatan dan Mesin
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Peralatan dan Mesin Menurut PSAP 07 mencakup mesin-mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnyayang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam
kondisi siap pakai.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 3029 adalah sebesar Rp.
173.184.409.262,81. Dalam hal ini peralatan dan mesin Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

¢) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan menurut PSAP 07 mencakup seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dan dimaksud untuk diapakai dalam kegiatan
operasional pemerintah.

Nilai Aset Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan  Singingiper 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.
406.014.766.483,30. Dalam hal ini Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan
Pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang mencakup selruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dan dimaksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah sudah Sesuai dengan Pernyatan Standar
Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

d) Jalan, irgasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Menurut PSAP 07 Mencakup jalan, irigasi dan

jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dikuasai oleh

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
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Dinas Pendidikan Pemudan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memili
saldo Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 dseember 2019 adalah sebesar Rp.
13.735.341.689,00. Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa Jlan, Irigasi dan
Jaringan sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
No. 07 Tahun 2010 yang mana jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi
dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh
pemerintah dalam kondisi siap pakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Menurut PSAP 07 Aset Tetap lainnya Mencakup aset tetap yang tidak
dapat dikelompokkkan ke dalam kelompok aset ettap di atas, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahdan dalam kondisi siap
pakai.

Aset Tetap lainnya Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp. 20.613.049.670,79.
dalam hal ini Aset Tetap lainnya yang dimilki oleh Dinas pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

f)  Konstruksi Dalam pengerjaan

Menurut PSAP 07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Mencakup aset tetap
yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan
keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Penididikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp.

18.773.043,81 .
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Dalam hal ini konstruksi dalam pengerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

Berdasarkan Hasil secara keseluruhan klasifikasi aset tetap Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan
kesamaan dan sifat atau aktifitas dalam operasi entitas telah sesuai berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

2. Pengakuan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010
Dalam paragraf 15 dinyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat
ekonomis masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud.

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Biaya perolehan dapat di ukur dengan handal.

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap yang diperoleh Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan singingi berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika memberikan manfaat ekonomi
bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan biaya perolehannya dapat di
ukur dengan handal.

Nilai masing-masing aset tetap terdapat bukti kepemilikan dan atau
penguasaan secara hukum misalnya sertifkat tanah dan bukti kepemilikan

kendaraan bermotor seperti tanah melikibukti sertifikat hak kepemilikan,
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peralatan dan mesin yang diperoleh memiliki bukti pemebelian yang sah
seperti nota atau kwitansi, gedung dan bangunan memiliki bukti kepemilikan
yang sah.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pengakuan aset tetap terjadi jika besar
aset yang dimilki memberikan manfaat ekonomi bagi entitas di masa depan.
Dalam hal ini pengakuan aset tetap oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 yang mana aset tetap
diperoleh melalui pembelian diakui serta dicatat berdasarkan harga barang,
sedangkan aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui serta dicatat berdasarkan
harga perolehan.

3. Pengukuran Aset Tetap

Dalam paragraf 20 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya
perolehan. Apabila penilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara dikelola meliputi
biaya lansung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tak lansung. Termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap serta biaya-biaya yang

dikleluarkan sampai aset bersangkutan siap digunakann, dan aset tetap yang
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diperoleh melalui non moneter pencatatanynya di dasarkan atas nilai
wajar dari aset yang diperoleh. berdasarkan dari penelitian yang dilakuakan
Pengukuran Aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi sudah sesuai Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

4. Pengeluaran Setelah Perolehan

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 49 pengeluaran setelah perolehan awal
suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkikan
bear memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan
pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya yang dimaksud ditetapkan dalam kebijakan akuntansi
suatu entitas berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (capitalization threshold)
tertentu untuk dapat digunkan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran
harus di kapitalisasi atau tidak di karenakan organisasi pemerintah sangat lah
beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah
kapitalisasi (capitalizatyon threshoold) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh
entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah
tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila
telah berbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold)
harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pengeluaran setelah
perolehan Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07
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Tahun 2010 yang mana Pengeluaran Setelah Perolehan perbaikan aset
tetap yang menambah masa manfaat kapasitas dan mutu pelayanan aset tetap
yang bersangkutan untuk beberapa tahun pada prinsipnya harus diklasifikasikan
dnegan mendebet perkiraan yang bersangkutan.

5. Penyusutan

Menurut PSAP 07 Paragraf 53 penyusutan adalah alokasi yang sistematis
atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing
periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan
beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusunan nilai aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode
yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang
digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan
jasa (service potencial) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfat aset
tetap yang disusutkan harus di tinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan
besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan
datang harus dilakukan penyusutan. Metode Penyusutan yang di pergunakan
oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
adalah Metode Garis Lurus.

Kebijakan penyusutan aset tetap Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga
di dasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan dari
hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa penyusutan aset tetap Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Thaun 2010.
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Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.

Aset tetap disajikan pada lembar neraca dan harus di ungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting

sebagai penjelasan tentang hal-hal yang penting yang tercantum dalam neraca.

Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 80: Laporan keuangan harus

mengungkapkan masing-masing aset tetap sebagai berikut:

a)

b)

d)

Dasar penilaian yang digunakan unut menetukan nilai tercatatnya

(carryng amount).

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan ahir periode yang

menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan

perubahan niai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan: yaitu nilai penyusutan, metode penyusutan, masa

manfaat atau tarif penyusutan yangdigunakan, nilai tercatat bruto dan

akunatnsi penyusutan awal dan ahir periode.

Laporan Keuangan harus mengungkapkan:

a) Eksitensi dan batas hak milik aset tetap.

b) Kebijakan akuntansi untuk rekapitulasi yang berkaitan dengan aset
tetap.

¢) Jumlah penegluaran pada pos aset tetap dalam konstrksi.

d) Jumlah komitmen untuk akusisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat jumlah yang dinilai kembali, maka harus di

ungkapkan

a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.

b) Tanggal efektif penilaian kembali.

c) Jika ada, nama panggilam independen.
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d) Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya

pengganti.

e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten kuantan Singingi
mengungkapkan dasar penilain yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Dan
semua aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kantan Singingi seperti Tanah, Gedung, Mesin dan peralatan, jalan
rigasi dan jaringan dan aset lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam neraca
terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian bdang aset Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tentang
penyajian dan pengungkapan aset tetap dapat diketahui bahwaseluruh aset tetap
yang dimiliki Dinas Pendiidkan Pemuda dan olahraga sudah di sajikan dalam
neraca pada sisi aktiva sebesar biaya perolehannya dkurangi dengan akumulasi
penyusutannya.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan bahwa penyajian dan
pengungkapan aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan Singingi Sudah Sesuia berdasarkan Pernyatan Standar Akuntansi
Nomor 07 Tahun 2010 bahwa aset tetap di sajikan dalam neraca pada posisi
aktiva sebesar biaya peroleha dikurangi akumulasi penyusustannya dan dalam
mengungkapkanmengungkapkan dasar penilain  yang digunakan untuk

menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perlakuan aset tetap yang di lakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada prinsipnya sudah mendekati
Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

Kalsifikasi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga
Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai berdasarkan PSAP 07 Tahun
2010 yaitu Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,
Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan Konstruksi Dalam
Pengerjaan.

Pengakuan aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah sesuai berdasarkan
PSAP No. 07 Tahun 2010.

Pengukuran aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
melakukan penaksiran atas masa manfaat atau melakukan penyusutan
terhadap aset tetap menggunakan metode garis lurus untukmenghitung
penyusutan aset tetap. Dalam hal ini penysustan aset tetap di Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olaharaga telah sesuai dengan PSAP 07.
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Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti memberikan saran

sebagai berikut:

1.

Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
pengelola aset tetap dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan
melalui pendidikan dan pelatihan ksususnya yang menyangkut tentang
perlakuan aset tetap berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilai aset tetap dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
sebaiknya melakukan penghentian dan pelepasan terhadap aset yang
telah habis masa manfaatnya dengan cara menukar atau menjualnya. Hal
ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan selama masa penggunaan
aset tetap. Karena semakin banyak biaya yang dikeluarkan selama masa
manfaat tersebut digunakan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan acuan tentang
Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan pemuda

dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

. Apa dasar akuntansi yang digunakan dalam menyususn laporan

keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kuantan singingi.?

Terkait laporan keuangan apa saja laporan keuangan yang disusun di
dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
Bagaimana Prosedur Akuntansi Aset Tetap di Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.?

Dari mana sajakah Aset yang diproleh Pada Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi.?

Bagaimana klasifikasi aset tetap yang ada di Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.?

Bagaimana pengakuan aset tetap yang dilakukan di Dinas Pendidikan
Pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?

Bagaimana pengukuran aset tetap yang dilakukan di Dinas Pendidikan
Pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ?

Bagaimana penyusutan aset tetap aset tetap di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?

Metode apa saja yang digunakan dalam penyusutan Aset tetap?
Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap di Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
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LAPORAN NERACA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
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SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
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LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
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